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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2),
Pasal 25 ayat (), Pasal 33 ayat (5), Pasal 36, Pasal 40 ayat (6],
Pasal 43 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (6), Pasal 51 ayat (5),
Pasal 52 ayat (5), Pasal 53 ayal [6), Pasal 59, Pasal 62, Pasal 69,
Pasal 73, Pasal 85, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96 ayat (6],
Pasal 97 ayat (6], Pasal 101, Pasal 107, Pasal 108 ayat (4),
Pasal 113, Pasal 122, Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 136,
Pasal 137 ayat (3), Pasal 144, Pasal 145 ayat (4), Pasal 152
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 159, Pasal 164, Pasal 171, Pasal 172
ayat (5), Pasal 175 ayat (2), Pasal 177 ayat (3), Pasal 178
ayat (6), Pasal 179 ayat (2), Pasal 183, Pasal 187 ayat (11),
Pasal 196, Pasal 200 ayat (2), Pasal 206, Pasal 226, Pasal 230,
Pasal 231 ayat (6), Pasal 233 ayat (2), Pasal 234 ayat (4),
Pasal 235 ayat (4), Pasal 236 ayat (2), Pasal 237 ayal (4),
Pasal 239, Pasal 240 ayat (2), Pasal 245, Pasal 247, Pasal 257,
Pasal 258 ayat (5), Pasal 262, Pasal 266, Pasal 267 ayat (4),
Pasal 271, Pasal 272 ayat (5], Pasal 278, Pasal 283 ayat (6),
Pasal 285 ayat (3), Pasal 289, Pasal 290 ayat (4), Pasal 299,
Pasal 301 ayat (3), Pasal 304 ayat (5|, Pasal 309, Pasal 313
ayat (2), Pasal 314 ayat (7), Pasal 320 ayat (8), Pasal 321
ayat (3), Pasal 324 ayat (4], Pasal 330, Pasal 333, Pasal 337
ayat (3), Pasal 342 ayat (3), Pasal 344, Pasal 349 ayat (12),
Pasal 353 ayat (4), Pasal 355, Pasal 360 ayat (9), Pasal 365,
Pasal 367, Pasal 368 ayat (3), Pasal 380, Pasal 381 ayat (4),
Pasal 388 ayat (3), Pasal 395 ayat (4), Pasal 397 ayat (2),
Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (5), Pasal 408, Pasal 417
ayat (4], dan Pasal 423 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 ttg BLUD.pdf

MENTERI DALAM NEGER!
PUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTER! DALAM NEGER! REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2018
ENTANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M NEGER! REPUBLIK INDONESIA

weajamin  kepastian

sran perund
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PATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO

DDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANC

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat melalui
keachatan  dan  kesclamat micn,  perlu
menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang
bailk

bahwa  sebagai  mcuan  dalam  rangka

penyelenggaraun tata kelola rumsh sakit yang
k sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu

menyusun Persturan Intemal yang mengatur

hubungan,

anggung)

pengelola staf media fungsional.

bahwa  Feraturan  Bupati Semarang  Nomon

5 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah

Sakit Umum Daerah Ambarawa sudah

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

sehingga perlu untuk diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana

dimaksud dalam huruf a, burul b dan. hural ©

perlu mencapkan Peraturan Bupati lentang

Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah

dr. Gunawan Manguniossumo;

Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrahi-dacrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang

Wilayah _ Kotapraja

Dacrah Swatantra Tingkat 11

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran
iegarn Republik Indonesia Nomor 16521;

MENTER! KESENATAN
REPUBLIK WOONES(A
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG
KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk  meningkatkan  profesionalisme
pembinaan etik dan disiplin tenaga keperawatan, se:
menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi
kesclamatan  pasien  perlu  dibentuk  Komite
Keperawatan di Rumah Sakit
bahwa seba
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keschatan tentang Komite Keperawatan Rumah
Sakit

Mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4437)
sebagaim telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063)
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072)

32 Tahun 1996 tentang

Negara Tahun

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)
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BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K
KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,
Menimbang o bahws sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung N

Tahun 2020 Tentang Perubaan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 teatang Pemben

Perangkat  Daerah  Kabupaten

serta Tata Kerja Run

memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan
dacrah serta bidang kepegawaian

Peraturan Bupati Temanggung Nomo

2019 tentang S nisasi, Tugas dan

nit Pelaksana Teknis

h Pada Dinas Keachatan

sudah tidak sesusi dan

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
b, dan huruf ¢, maka
2 Bupati .
Tugas dan Fungsi, serta Tata
n Deersh Kelss B
Kabupaten Temanggung

Mengingat 1. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 ten

Pembentukan Dacrah-daerah  Kabupaten  dalam

hungan Propinai Jawn Ten




